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BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEI{ASAN
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2OI2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun Anggaran 2012, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20t2 ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aaOO) ;



6,

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 7O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a84fl ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa34 ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO

Nomor 2IO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a1aOl ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5o2) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a57a);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a576) :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a587) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a61a) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTall ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ae72l ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165) ;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2072 tentang Hibah
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272) ;

28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2OO7 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2Ol1;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional ;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 201 1

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Oll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah denngan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84lPMKlO7 l2OO8
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20|PMK.O7 l2OOe;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OO5 Nomor 1 Seri E), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005
Nomor 2 Seri E) ;
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten pamekasan
Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006
Nomor 8 Seri E) ;

39, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 1 Seri E) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OOB Nomor 4 Seri
E) ;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2OO8-2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 12 Seri E) ;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dan
Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
20OB Nomor 1 Seri D) ;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 2 Seri D) ;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit
Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8 Nomor 3 Seri
D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2OL2 Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 2 Seri
D);

46, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun
2O0B tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 4 Seri D) ;

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun
2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nomor 5 Seri D) ;



51.

48.

49.

50.

52.

53.

55.

56.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun
2OOg tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada
Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol3 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO9 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun
2Oll tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten
Pamekasan Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pamekasan Sport Centre (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20ll Nomor 1 Seri
E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2Ot2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol2 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2Ol2 Nomor 1 Seri A) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2Ol2 Nomor 1 Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun
2Ol2 tentang tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten
Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jatim
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2
Nomor 3 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun
2OI2 tentang tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten
Pamekasan Nomor 4 Tahun 2OOB tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas BPR Jatim
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2ol2
Nomor 4 Seri E).

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun
2012 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2oll
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol2
Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun
2Ol2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2ol2
Nomor 9 ) ;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24A Tahun 2oll
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pamekasan Tahun 20L2 (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2O11 Nomor 20A Seri E );

54.

Menetapkan :

MEMU?USI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ANGGARAN 2012.

PENJABARAN PERUBAHAN
BELANJA DAERAH TAHUN
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 yang semula
berjumlah Rp. 1.12O.966.449.613,91 bertambah sejumlah Rp. 92.117.O28.339,O4
sehingga menjadi Rp. 1.213.083.477.952,95 dengan rincian sebagai berikut :

l. Pendapatan:

a. Semula Rp. 960.585.940.659,78
b. Bertambah....... Rp. 53.535.722.601.86

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan.... Rp. 1.014.121,663.261,04

2. Belanja :

a. Semula Rp. 1.120.966.449.613,91
b, Bertambah.,.... .. Rp. 92.117.028.339.04

Jumlah Belanja Setelah Perubahan R9.1.213.O83.477.952,95

Defisit Setelah Perubahan Rp. 198.961.814.691,31

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 170,775.047.954,13
2) Bertambah....... Rp. 41.581.305,737,18

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 212.356,353.691'31

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 10.394.539.000,00
2) Bertambah...... Rp. 3.000.000.000.00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp' 13.394.539.000J0

Jumlah Pembiayaan Netto Rp, 198.961.814.591'31

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; dan
b. Lampiran II : Rincian Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan

ffi:1i:::::::er20'!2EKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Oktober 2012

ETARIS DAERAH
PAMEKASAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 21
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